MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KITHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth . Gubernur di seluruh Indonesia;
. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi
kehutanan di seluruh Indonesia; dan
4. Kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di seluruh Indonesia.
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SURAT EDARAN
Nomor : €E.2/Menlhk/Setjen/Kumn,4/2/2016
TENTANG
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 95/PUU-XI1/2014 TANGGAL 10 DESEMBER 2015

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-
XI1/2014 tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan pengujian
konstitusionalitas ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal
11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, b, ¢, d, €, f, h, Kk, 1 dan huruf m; Pasal 16, Pasal
17 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 19 huruf a dan huruf b; Pasal 26, Pasal 46 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal
83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal
87 ayat (1) huruf b dan huruf ¢, ayat (2) huruf b dan huruf ¢, dan ayat (3);
Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dan Penjelasan Pasal 12,
Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf 1,
huruf k, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (UU Kehutanan) yang diajukan oleh Mawardi, dkk., dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

[. Memperhatikan :

1. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XI1/2014 tanggal
10 Desember 2015 :

a. Pasal 50 ayat (3) huruf ¢ Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang dilarang : e.
menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di
dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang
berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara
turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk
kepentingan komersial”.

b. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang dilarang : 1.
menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak
ditunjuk sccara khusus untuk maksud terscbut oleh p-ejabat yang
berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup seccara
turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk
kepentingan komersial”.

c. Permohonan ....






